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ABSTRAK 

 

Perjanjian yang berkaitan dengan jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, 

perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk mem-back up kepastian kontra prestasi yang 

diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya dwingen recht. Jaminan fidusia berkaitan 

dengan status kepemilikan jaminan fidusia piutang, kreditur selaku penerima fidusia piutang 

berkedudukan sebagai pemegang jaminan. Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru 

ketidakadilan dan tidak tercapainya keseimbangan hukum antara para pihak. Keberadaan piutang 

sebagai objek jaminan fidusia sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia namun ketentuan ini belum mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditur 

selaku penerima fidusia dalam Jaminan Fidusia piutang karena masih mengandung kekaburan 

hukum dan belum adanya pengaturan lebih lanjut yang terkait (uncompletely norm). Ketidakadilan 

dan ketidakseimbang tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel 

eksekutorial yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Hal ini dapat menyebabkan kreditur bertindak kesewenang-wenangan terhadap 

acara peradilan dan putusan pengadilan, karena perjanjian jaminan fidusia ini memiliki sertifikat 

jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi jaminan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan 

memberikan gambaran mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan memanfaatkan hasil 

ilmu hukum dan  ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, sebagai 

ilmu normatif yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif, karena tujuannya adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan mengenai eksekutorial titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur sesuai dengan klausula yang terdapat di perjanjian, 

mekanisme eksekusi dilakukan secara sukarela dan putusan pengadilan. Apabila kreditur menarik 

paksa objek fidusia maka dapat dijatuhkan hukum pidana sesuai Pasal 406 KUHP serta diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian. Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas 

dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 

RBg), pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan seusai  dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam pelaksanaan 

prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan 

eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Kata Kunci:  Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama manusia.  

Interaksi tersebut terjadi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terjadi ketimpangan sosial 

antara yang miskin dan yang kaya, apalagi di era industrialisasi dimana seseorang lebih 

mementingkan keuntungan daripada sosial.
1
  Utang piutang adalah suatu peristiwa hukum yang 

lazim terjadi di masyarakat, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus 

menjalankan roda perekonomian masyarakat. Utang piutang dapat dilakukan antar subyek 

hukum, baik orang dengan orang, orang dengan lembaga, mapun lembaga dengan lembaga. 

Biasanya menggunakan agunan/jaminan untuk meyakinkan agar hak dan kewajiban setiap pihak 

dapat ditunaikan. Jaminan dapat berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti mobil, 

motor atau sertifikat. Ini menentukan apakah jaminannya berbentuk fidusia atau hak tanggungan. 

Perjanjian yang berkaitan dengan jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, 

perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk mem-back up kepastian kontra prestasi yang 

diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya dwingen recht maka hukum jaminan 

yang mengatur pokok pokok dari perjanjian accesoir harus mampu memberikan kepastian atas 

terwujudnya kontra prestasi tersebut.
2
 Jadi  perjanjian jaminan sifatnya accesoir, perjanjian ini 

memerlukan perjanjian pokok sebagai dasar untuk membuat perjanjian jaminan tersebut. 

Perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jaminan disini dimaksudkan sebagai 

bentuk komitmen pihak debitur akan prestasi yang harus ia penuhi dalam perjanjian pokoknya 

tersebut. 

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak 

milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agungan) bagi pelunasan piutang kreditur. 

Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom 

Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agungan bagi 

pelunasan untang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 

                                                           
1
 Hendrojogi, Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),hlm.8-9 

2
 Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Jurnal 

Legality, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, 

h. 54-55.  
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fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.
3
 Di Indonesia jaminan yang dikenal dalam 

sistem hukumnya adalah jaminan fidusia.
4
 Jaminan fidusia ialah jaminan yang mengutamakan 

suatu kepercayaan yang timbul dari hubungan manusia sehingga apa yag mereka rasakan aman 

untuk memberikan hartanya untuk dijadikan jaminan bagi mereka yang beruntung.
5
         

Jaminan fidusia berkaitan dengan status kepemilikan jaminan fidusia piutang, kreditur selaku 

penerima fidusia piutang berkedudukan sebagai pemegang jaminan. Hanya saja karena yang 

dijaminkan itu berupa hak milik, maka penerima fidusia dapat melakukan beberapa tindakan 

sebagaimana seorang pemilik. Penerima fidusia piutang yang berkedudukan sebagai pemilik 

jaminan mempunyai hak tertentu seperti menguasai bukti kepemilikan benda jaminan, melakukan 

pengawasan terhadap barang jaminan, meminta laporan perubahan status piutang pihak ketiga 

secara berkala dan melarang pemberi fidusia untuk melakukan peralihan objek jaminan fidusia.   

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan 

jaminan fidusia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keseimbangan hukum 

atara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Hukum seharusnya 

merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa 

menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat.
6
  

Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru ketidakadilan dan tidak tercapainya 

keseimbangan hukum antara para pihak. Ketidakadilan dan ketidakseimbang tersebut dapat 

dilihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial yang diamanatkan 

dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dapat  

menyebabkan kreditur bertindak tidak seenaknya terhadap acara peradilan dan putusan 

pengadilan, karena perjanjian jaminan fidusia ini memiliki sertifikat jaminan fidusia yang 

memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang 

permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 ini 

diajukan dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari 

Apriliani Dewi), dimana mereka berdua menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang debt 

                                                           
3
 Rahmadi Usman,Hukum Kebendaan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),hlm.283 

4
 Sunaryo,Hukum Lembaga Pembiayaan,(Jakarta: Sinar Grafika,2013),hlm.4 

5
 H.Salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,(Jakarta:Rajawali Pres,2016),hlm.55 

6
 Suratman, Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa 

Efek, Jurnal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Malang: Malang. hlm. 98. 
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collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasai tanpa 

melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel yang memutuskan bahwa 

kreditur dan debt collector tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan 

menghukum kreditur dan debt collector secara langsung untuk membayar kerugian materiil dan 

immateriil kepada penggugat (debitur).
7
 Hal ini mendorong pemohon (Apriliani Dewi dan Suri 

Agung Prabowo) untuk mengajukan permohonan uji materriil atas tindakan kreditur yang pada 

tanggal 11 Januari 2019 telah melakukan penarikan terhadap objek Jaminan Fidusia dengan 

mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat(2) dan Ayat(3) UU No. 42 Tahun 1999.  

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan 

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat 

(2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahum 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 

(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi 

jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

setifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telahh berkekuatan hukum tetap. 

2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahum 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secra sepihak oleh kreitur melainkan 

atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 

menentukan telah terjadinya cidera janji. 

Realitas putusan MK inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut 

terkait putusan MK Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap 
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Debitur Wanprestasi dalam skripsi yang “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jaminan 

Fidusia Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang 

Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas jaminan fidusia dalam putusan hakim 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap 

debitur wanprestasi? 

2. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai  Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jaminan 

Fidusia Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang 

Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi. 

2. Untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka 

adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Menambah khasanah pengetahuan mengenai mekanisme eksekusi jaminanan fidusia dan 

perlindungan hukumnya. 

b. Penelitan ini diharapkan dapat sebagai rujukan dalam memberikan tafsir kekuatan 

eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia di indonesia.  

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Masyarakat  
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Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme eksekusi 

jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak wanprestasi. 

b. Bagi Perusahaan Kreditur 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme eksekusi 

jaminan fidusia terhadap tindakan wansprestasi yang dilakukan debitur. Sehigga 

diharapkan perusahaan kreditur dapat memahami mekanisme eksekusi jaminanan fidusia 

sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar atas tindakan wanprestasi yang 

dilakukan oleh debitur. 

 

E. Telaah Pustaka  

Mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi 

dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa 

karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan 

dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Iso Dius Hutauruk tahun 2020 berjudul “Analisis Yuridis Terhadap 

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/ 2019 Bagi Penerima 

Hak Fidusia (Kreditur)”. Skripsi ini berfokus pada akibat Hukum dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 bagi kreditur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan, yaitu jaminan yang menunjuk pada 

benda tertentu sebagai jaminan. Jaminan fidusia bersifat assesoir, artinya ada perjanjian 

pokok yaitu utang piutang antara kreditur dengan debitur dahulu. Dalam perjanjian pokok 

atau dalam perjanjian jaminan fidusia, para pihak berhak menentukan kesepakatan mereka.
8
 

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berfokus mengenai akibat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUUXVII/2019 bagi kreditur sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum 

bagi debitur atas jaminan fidusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019. 

                                                           
8
 Iso Dius Hutauruk, Skripsi:” Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUUXVII/2019 Bagi Penerima Hak Fidusia (Kreditur)”,(Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta),hlm.54 
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2. Skripsi yang ditulis Yunita Triastuti yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitur 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online”. Dalam kajian ini peneliti berfokus pada 

perlindungan hukum debitur wanprestasi dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian 

online.  

Skripsi ini menjelaskan bahwa yang pertama, kedudukan hukum yang terdapat dalam 

perjanjian online yang dibahas dalam penelitian ini tidaklah seimbang antara pihak pemberi 

pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh pemberi 

pinjaman sifatnya baku dan penerima pinjaman hanya memiliki tugas untuk menerima atau 

menolak perjanjian tersebut. Kedua, Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam 

layanan pinjaman online dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif yang 

melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa 

dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online 

dan yang kedua secara represif dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan 

sengketa, maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam 

pengadilan.
9
 

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

perlindungan hukum debitur wanprestasi dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian 

online sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi debitur atas jaminan 

fidusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

3. Skripsi yang ditulis Dani yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta 

Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris”. Dalam kajian ini peneliti berfokus pada 

perlindungan hukum bagi kreditur akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris. 

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berfokus mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam akta jaminan fidusia sedangkan 

penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi debitur atas jaminan fidusia sesuai 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

4. Jurnal yang ditulis Hirsanuddin, Sudiarto yang berjudul ”Perlindungan Hukum Bagi Para 

Pihak ( Kreditur Dan Debitur ) Melalui Parate Eecutie Objek Hak Tanggungan”. Penelitian 

ini berfokus perlindungan hukum bagi kreditur melalaui parate executie objek hak 

                                                           
9
 Yunita Triastuti,Skripsi.” Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online”. 

(Tegal:Universitas Pancasakti),hlm.1  



7 

 

tanggungan. Penelitian ini meyimpulkan bahwa bentuk perlindungan bagi kreditur dalam 

eksekusi hak tanggungan sangat lemah karena tidak sesesuai dengan apa yang tertuang 

dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan kreditur dapat melakukan pelelangan sendiri jika 

dalam APHT dicantumkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk menjual sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (Pasal 11 ayat (2) 

huruf e UUHT)
10

.  

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berfokus mengenai perlindungan hukum bagi para Melalui Parate Eecutie Objek Hak 

Tanggungan sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi debitur atas 

jaminan fidusia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Soegianto,Diah S.R.S,M.Junaidi yang berjudul “Eksekusi Jaminan 

Fidusia Dalam Kajian UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Dalam kajian 

ini peneliti berfokus pada pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang masih banyak menggunakan 

jasa debt collector menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hasil 

penelitian ini eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11

 

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berfokus mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sedangkan penelitian ini 

membahas perlindungan hukum bagi debitur atas jaminan fidusia sesuai Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode Penelitian adalah suatu cara atau metode melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran dengan secara seksama untuk mencapai tujuan.  Sebagai upaya untuk 

menjelaskan penelitian ini, maka metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 
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Hirsanuddin, Sudiarto,” Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak ( Kreditur Dan Debitur ) Melalui Parate Eecutie 

Objek Hak Tanggungan”,jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanVolume.9, Nomor 1,( NTB:Universitas 

Mataram),hlm.254-267 
11

 Soegianto,Diah S.R.S,M.Junaidi,”Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia”, jurnal Ius Constitundum Volume 4, Nomor 2, (Semarang:Universitas Semarang),hlm.208 
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1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah 

dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum 

doktrinal/yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian 

doktrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat 

peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berasarkan paa tata urutan 

tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harnonisasi dan 

sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal.
12

 Penulis menggunakan jenis 

penelitian ini untuk menganalisis doktrin-doktrin dalam hukum yang berlaku dan digunakan 

dalam memutuskan perkaramengenai jaminan fidusia terutama tentang debitur yang diambil 

melalui analisis mendalam terhadap putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara 

Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum berupa putusan tersebut kemudian disusun secara 

sistematis, dikaji, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik 

kesimpulan dalam hubunganya dengan masalah yang diteliti. 

Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara 

intensif, terperindi dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.
13

 Jadi peneliti berfokus 

pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat 

diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan 

dari beberapa sumber. Tujuan penelitian yang utama tidak terletak pada generalisasi hasil, 

melainkan keberhasilan suatu treatment pada suatu waktu tertentu. Pendekatan ini di 

gunakan karena penelitian ini akan mengkaji kasus yang telah diputus dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Selanjutnya, aka dilakukan telah terhadap kasus debitur wanprestasi yang terdapat dalam 

putusan tersebut. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.  

Penelitian dilakukan adalah penelitian kasus dimana penelitian dilakukan secara intensif, 
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 Ronny Hanitijo S, Metodologi Penelitian dan Yurimetri, (Semarang:Ghalia Indonesia, 1990).hlm.15-20 
13

Wahyuni,http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/41188/2/17204080031_BAB%20I_BAB%20IV.pdf,Op.cit.hal.21 
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terinci dan mendalam suatu organisasi, lembaga atau gejala hukum tertentu. Oleh karena 

itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum.  

Bahan hukum dalam peneitian ini adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, 

ketentuan dan prosedur-prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundangan-

undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga alat penelusuran hukum, literature, catatan, 

laporan, panduan-panduan teknis bagi praktek maupun pengajaran hukum serta informasi-

informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengajian hukum, 

baik akademis maupun praktik.
14

  Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis.
15

 Selain itu hukum primer adalah pernyataan yang memiliki 

otoritas hukum yang ditetapkan suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi 

undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan 

eksekutif/administratif.
16

 

Bahan Hukum primer yang digunakan penulisan ini adalah :  

1) Pasal  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan 

Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan sekunder ini diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi 

menjelaskan mengenai bahan primer yang merupakan hasil olahan atau pendapat dan 

pemikiran para ahli atau pakar yang memprlajari dibidang tertentu secara khusus yang 

memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimahsud bahan sekunder 

di sini oleh penulis adalah doktrin-dokrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan 

internet. 
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 I Ketut Suardita,Makalah;Pengenalan Bahan Hukum (PBH),(Denpasar: Universitas Udayana,2017).hlm.3 
15

 Suteki,Galang Taufani,Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),(Depok:Rajawali 

Press,2018)hlm.214 
16

I Made Pase Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum,(Jakarta: Kencana,2016),hlm.142-

143 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka 

atau dokumentasi. Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian ata 

dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, 

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil 

penelitian juga akan semakin kredibel dengan didukung foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada.
17

  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan 

alat pengumpulan data tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka atau 

dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat,catatatan kasus dalam perkara 

sosial, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen merupakan 

kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder 
18

yang berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan 

dokumentasi yakni dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder yang 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
19

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh 

sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat berguna bagi orang lain. Dalam 

penelitian ini penulis mengungkapkan mekanisme dan perlindungan hukum bagi debitur 

atas jaminan fidusia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

terhadap debitur wanprestasi. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. 

Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat deskriptif yang menggunakan penelaahan 

logika bersifat deduktif. Teknik analisis data secara deskriptif  yaitu proses pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.cet ke-19(Bandung:Alfabeta:2013),hlm.240 
18

Suteki dan Galang Taufan,Loc.Cit.,hlm.216 
19

 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2004),hlm.20-22 
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objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan peristiwa hukum dan kondisi hukum saat 

ini.
 20.

 

 

G. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana 

dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut: 

1. Bab I adalah pendahuluan, Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, motodologi penelitian, sistematika penelitian. 

2. Bab II adalah landasan teori yaitu gambaran umum tentang teori teoeri yang penulis gunakan. 

Adapun teori tersebut meliputi hak supremasi hukum perspektif UUD, dan wanprestasi hukum 

positif  

3. Bab III adalah  Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jaminan Fidusia Dalam Putusan 

Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 

Terhadap Debitur Wanprestasi  

4. Bab IV adalah Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019    

5. Bab V adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, 

penelitian ini mengkaji tentang pokok masalah, saran dan penutup. 
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I Made Pase Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum,(Jakarta: Kencana,2016),hlm.152-
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BAB II 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum  

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

  Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat 

berlindung dan perbuatan atau hal yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai 

peraturan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
21

 

Menurut Satjipto Raharjo, kehadiran hukum dimasyarakat diantara nya untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan 

satu sama lain.
22

 Sedangkan menurut Ishaq menyatakan bahwa hukum bekerja dengan cara 

memancari perbuatan sesorangan atau hubungan orang-orang dengan masyarakat.
23

 

  Sedangkan menurut Adi Hamzah sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang 

berjudul “Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal perlindungan”, perlindungan hukum 

dimaknai sebagai ipaya hukum untuk memberikan perlindungan kepaa masyarakt untuk 

memenuhi hampir segala macam kepentingan.  Selain itu menurut simanjuntak, perlindungan 

hukum diartikan sebagai usaha pemerintah umtuk menjamin kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak sebagai warga negara tidak 

dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang 

berlaku. Oleh karennya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum 

bahwa perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 

a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya  

b. Jaminan kepastian hukum  

c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara  

d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melaggarnya.
24

 

                                                           
21

 Kamus besar bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/hukum, pada jumat,8 Oktober 2021 pukul 11.20 
22

 Sacipto Raharjo, Ilmu Hukum,cet.8,(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2014).hlm.53 
23

 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,2018).hlm.11 
24

 Dewi ratna, Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan,diakses dari  

https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html, pada 

jumat, 15 Oktober 2021 

https://kbbi.web.id/hukum
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2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat  

  Prinsip didahulukan karena adanya dasar prinsip yang kemudian dibentuk suatu 

sarana karena adanya ladasan pada prinsip. Sehingga pembentukan sarana menjadi terarah. 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, berlandaskan pada pancasila 

sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat 

menurut hukum barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlidungan terhadap 

hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat serta the ruler of law  yang 

menciptakan suatu sarana, dengan demikian suatu pengkuan dan perlindungan terhdap haak 

asasi manusia akan subur dakam wabah rechtsstaat atau the ruler of law serta sebaliknya 

akan gersang pada negara-negara diktrator atau totaliter.
25

 

  Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan 

prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pengakuan perlindunga terhadap harkat 

dan martabat manusia bersumber paa pancasila, karena pengakuan dan perlindungan  hukum 

terhadap nya secara intrinsik melekat pada manusia yang berdasarkan pancasila.  

3. Macam-Macam Bentuk Perlindungan Hukum  

 Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam meliputi: 

a. Sarana Perlindungan Preventif  

 Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

Perlindungam hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam 

penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah 

memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada 

pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka 
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lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih 

jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.
26

 

b. Perlindungan Represif  

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa 

atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
27

 Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh 

peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan 

akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan hukum tambahan lainnya. 

Selian itu perlindungan represif bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat 

atas suatu kerugian yang dialaminya. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia  

1.  Pengertian Jaminan Fidusia  

  Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah 

satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang 

berkesinambungan,para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik 

perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang 

sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui 

kegiatan pinjam-meminjam. Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman 

penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk 

jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses pembebanannya 

dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik 

perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat
28

. 

  Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaanya 

ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Pasal 1131 KUHPerdata 
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menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
29

. 

  Oleh sebab itu seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam 

hal debitur dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, kebendaan milik dibitur 

tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 

1132 KUHPerdata) Disamping jaminan yang lahir karena undang-undang jaminan juga 

dimungkinkan lahir dari asas konsensulitas dalam hukum perjanjian. Perjanjian penjaminan 

yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada 

kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian assesoir yang melekat pada 

perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang-piutang di antara debitur 

dan kreditur
30

. 

  Pasal 1132 KUHPer, membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan 

transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak berpiutang (kreditur), 

yaitu :  

1. Jaminan yang bersifat konkuruen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada 

kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam 

pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. 

2. Jaminan yang bersifat preferen ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu 

kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan 

utang terhadap kreditur lainnya Kreditur yang mempunyai piutang preferen disebut 

kreditur preferen, sedangkan kreditur yang mempunyai piutang konkuren disebut kreditur 

konkuren.  

  Kreditur preferen mempunyai hak preferensi/hak istimewa/hak untuk didahulukan 

dalam pelunasan piutangnya. Sebetulnya tidak setiap pelunasan piutang membawa persoalan 

yang menyangkut preferensi. Apabila pendapatan lelang atas kebendaan milik si debitur 

telah mencukupi, tidaklah menimbulkan persoalan, karena semua kreditur akan memperoleh 

pelunasan piutangnya. Persoalan baru timbul apabila ternyata semua kreditur melakukan 

verhaal, sedangkan hasil pelelangan ternyata kurang untuk melunasi seluruh utang-utangnya. 

Dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditur konkuren, tanpa 
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menghapus hak kreditur-kreditur tersebut mengajukan tagihan guna menutup 

kekurangannya
31

. 

  Jaminan fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 

1152 ayat (2) KUHPerdata tentang Gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda 

yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak 

debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya. 

Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan fidusia
32

. 

Oleh karena itu perbedaan jaminan fidusia dengan gadai adalah terletak pada penguasaan 

benda yang dijaminkan. Pada gadai, benda jaminan harus diserahkan di bawah kekuasaan 

kreditur (pemegang gadai), sedang dalam fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas 

benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur (penyerahan semacam 

ini disebut constitutum possessorium)
33

. 

  Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal 

diakui sejak berlakunya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam. Zaman 

Romawi menyebutnya “Fiducia cum creditore” Asser Van Oven menyebutnya “zekerheid-

eigendom” (hak milik sebgai jaminan), Blom menyebutnya “bezitloos zekerheidrecht” (hak 

jaminan tanpa penguasaa), Kahrel memeri nama “Verruind Pandhebegrip” (pengertian gadai 

yang diperluas). A Veenhooven dalam menyebutnya “eigendoms overdracht tot zekergeid 

(penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah 

“fidusia” saja.
34

 

  Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik 

secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya 

berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara 

lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer Of Ownership.
35

  Pengertian fidusia 

berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jminan Fidusia No.42 Tahun 1999 adalah: 
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“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” 

  Berdasarkan perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu:
36

 

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

b. Dilakukan atas dasar kepercayaan 

c. Kebendaanya tetap dalam penguasaan pemilik benda 

   Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak 

kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan 

syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.
37

 Dalam 

hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada 

penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, 

sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada 

penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap 

berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).
38

 

  Keberadaan lembaga jaminan mempunyai tugas untuk memperlancar dan 

mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah jaminan yang 

memenuhi syarat-syarat dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukannya, tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan 

(meneruskan) usahanya; memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah 

diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit
39

.  

  Menurut hukum, semua perjanjian jaminan utang merupakan perjanjian accessoir. 

Fidusia sebagai lembaga jaminan juga merupakan perjanjian yang sifatnya accessoir di 

samping adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam uang. 

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, lembaga jaminan fidusia ini 

dapat menimbulkan hak yang zakelijk (hak kebendaan). Seperti halnya dengan hak jaminan 

yang lainnya, hak eigendom ini melekat atau mengikuti para pihak kreditor. Sehingga juga 
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mempunyai sifat kebendaan dalam arti terhadap pihak ketiga ada hak eigendom, tetapi juga 

bersifat obligatori dalam arti antara para pihak sendiri, si berpiutang bukanlah eigenaar
40

. 

  Dengan demikian di sini hanya perjanjian semacam pandangan, Sebagai konsekuensi 

dari perjanjian accessoir apabila perjanjian Induk atau perjanjian pokok tidak sah atau karena 

sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku karena berakhirnya perjanjian 

pokok, maka setara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian accessoir juga ikut menjadi 

batal atau juga ikut berakhir. Pemberlakuan aturan ini mempunyai arti akta autentik yang 

berupa akta jaminan fidusia dapat gugur karena akta perjanjian utang yang dibuat di bawah 

tangan cacat hukum. Dalam hal piutang beralih kepada kreditor lain/baru, maka jaminan 

fidusia yang menjaminnya demi hukum ikut beralih kepada kreditor baru. Jaminan Fidusia 

bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya atau hapusnya 

bergantung pada perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban para pihak Untuk 

memenuhi prestasi yang dapat dinilai dengan uang, walaupun perjanjian pokoknya dibuat 

secara autentik maupun di bawah tangan, baik dibuat di Indonesia maupun di luar negara 

Indonesia
41

. 

  Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian akta jaminan fidusia memiliki sifat 

sebagai berikut: 

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjlan pokok, 

b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok, dan 

c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi
42

. 

  Menurut Tan Kamelo, bahwa asas-asas jaminan sebagaimana terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut
43

: 

a. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-

kreditur lainnya;  
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b. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam 

tangan siapapu benda tersebut berada;  

c. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas;  

d. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada;  

e. Jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang aka nada; 

f. Jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah 

milik orang lain;  

g. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan 

fidusia; 

h. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek 

jaminan fidusia;  

i. Jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia; 

j. benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima 

jaminan fidusia;  

k. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang 

terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;  

l. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad 

baik; ketiga belas, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. 

 Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Jaminan 

Fidusia, yaitu:
 44

  

a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan  

b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya 

c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak 

Tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia 

d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agungan  

e. Untuk pelunasan suatu hutang tertentu  

f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur 

lainnya.  
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2.  Dasar Hukum Jaminan  Fidusia 

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-Undang Jaminan 

Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi Arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang 

perkara B.P.M melawan Clygent. 
45

 sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi 

berdasarkan Arrest HGH ,mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan 

yang mendesak dari pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir 

yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah perang dunia I, 

dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan 

menjalankan atau menghidupkan usahanya, kebutuhan kredit demikian, tentunya 

memerlukan jaminan demi keadaan modal pemberi kredit. 

Ternyata arrest- arrest dari negeri Belanda tersebut, diikuti pula hakim 

Indonesia. Ini terbukti dengan adanya arrest HGH  di surabya tanggal 18 Agustus1932 

dalam perkara anata B.P.M melawan Clygent, yang kemudian diikuti dengan beberapa 

yurisprudensi lainnnya. Isi keputusan Hooggerechtshof  tanggal 18 Agustus 1932 

tersebut adalah : para pihak adalah Battafshe Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai 

pihak pertama yang berlawan dengan Pedro Clignett sebagai pihak ke dua. Duduk 

perkara : diantara kedua pihak ini diadakan perjanjian sebagai berikut:
 46

 

1. Pihak pertama adalah pemilik sebuah mobil yang diperoleh karena penyerahan hak 

milik sebagai jaminan hutang dari pihak kedua 

2. Mobil itu dikuasai oleh pihak kedua berdasarkan atas dasar perjanjian pinjam      

pakai dari pihak pertama. 

3. Pihak kedua diwajibkan mempertanggungkan mobil tersebut. 

4. Mobil itu wajib diserahkan pihak kedua kepada  pihak pertama pada saat perjanjian 

pinjam pakai berakhir 

5. Setelah lembaga fidusia diakui oleh yurisprednsi berdasarkan Arrest HGH 18 

Agustus 1932, maka dibentuknya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia yang saat ini digunakan untuk menjadi dasar hukum jaminan fidusia. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan secara 

jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan 
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(zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang 

didahulukan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan 

terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dari penerima fldusia tidak hapus 

karena adanya kepailitan pemberi fidusia.  Penegasan dimaksud menghilangkan 

keraguan dan pandapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas 

kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang 

bersifat “persoonlijk” (perorangan) bagi kreditor. Keberadaan UUJF menegaskan bahwa: 

“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau accessoir dari suatu perjanjian pokok, 

artinya jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan 

fidusia hapus
47

. 

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan 

Fidusia antara lain sebagai berikut
48

:  

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;  

b.  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM; 

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah 

Negara Republik Indonesia; 

e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-

PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia; 

f.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH02.KU.02.02. Th. 

2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan 

pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: 

a. Jaminan Fidusia menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia , adalah merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang 

dimaksud prestasi dalam ketentuan ini adalah meberikan sesuatu, berbuat sesuatu, 

yang dapat dinilai dengan uang
49

. 

b. Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  dibuat dengan Akte Notaris dalam bahasa 

Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia. Untuk pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

pemerintah
50

.  

c. Dalam akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris sesuai ketentuan pasal 6 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , sekurang-kurangnya 

memuat:  

1).  Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;  

2).  Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;  

3).   Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;  

4).  Nilai penjaminan; dan 

5).   Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
51

 . 

Dari ketentuan pasal tersebut diperlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut: 

yang dimaksud dengan “identitas“ adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, 

atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan 

pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Data Perjanjian Pokok” adalah mengenai 

macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia.  

Pembebanan Jaminan Fidusia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia , diperuntukan bagi:  

a. Utang yang telah ada ; Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah 

diperjanjikan dalam jumlah tertentu ; atau  
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b. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian 

pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang akan 

timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah “kontinjen” misalnya utang yang 

timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur 

dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 

Jaminan Fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau 

kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut (pasal 8 UUJF). Dalam ketentuan 

tersebut, dimaksudkan sebagai pemberian Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia 

dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium
52

. 

3. Objek Fidusia  

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan 

fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang 

terdaftar maupun tiak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tidak dapat 

dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No.42 

Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk benda tidak bergaerak harus memenuhi 

persyaratan antara lain:
 53

 

a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak Tanggungan (HT)  

b. Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergaerak, 

benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai. 

Secara formal. Objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak 

bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik 

kapal laut, hipoyik pesawat terbang, dan gadai.
54

 

 

4. Subjek dalam Fidusia 

Subyek-subyek yang terlibat dalam perjanjian fidusia adalah sebagai berikut :
 55
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a. Penerima fidusia yaitu orang, perseorangan, atau korporasi pemilik benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia.  

b. Pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang 

yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.   

5. Terjadinya Jaminan Fidusia  

a. Pembebanan Jaminan Fidusia  

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 

bahasa Indonesia an merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang 

menetapkan dengan akta notaris, adalah:
 56

 

1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna   

2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak  

3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.  

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia  

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor 

Pendaftraran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, 

memberi kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani 

jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan 

untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran terbuka untuk umum. 

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau 

wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, meliputi: 

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 

2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang 

membuat aktajaminan fidusia 

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 

4) Uraian mengenai bena yang menjadi objek jaminan fidusia  

5) Nilai penjaminan 

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
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Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar 

fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan 

menyerahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan 

salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan 

dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama 

dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat 

jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.
57

 

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutotial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifat jaminan , 

penerima fidusia wajib mengajukan permohonan penaftaran atas perubahan tersebut 

kepada Kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal 

penerimaa permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam 

buku daftar fidusia dan menerbitkan pernaytaan perubahan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia. 

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi  

1.  Wanprestasi dalam Hukum Positif  

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut “Prestasi”. 

Sesuatu itu terdiri atas : memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Hal ini diatur 

dalam Pasal 1234 KUHPerd “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 

untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Jadi, berdasarkan ketentuan 

Pasal 1234 tersebut di atas maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 1) 

memberikan sesuatu; 2) berbuat sesuatu; dan 3) tidak berbuat sesuatu
58

. Dengan 

perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitur untuk 

menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda. Misalnya 
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penyerahan hak milik atas benda tetap dan gerak, pemberian sejumlah uang, memberikan 

benda untuk dipakai (menyewa).  

Perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu misalnya membangun rumah, 

membuat lukisan dan lain-lain. Kecuali itu dapat juga dikatakan bahwa, semua perikatan 

dengan prestasi positif adalah perikatan untuk berbuat sesuatu seperti melakukan suatu 

pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1603 KUHPerd “si buruh diwajibkan melakukan 

pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya ...” Contoh lain 

perikatan yang berprestasi berbuat sesuatu tentang penanggungan (vrijwaring) dalam jual 

beli, yang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerd “Penanggungan yang menjadi kewajiban si 

penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu, pertama penguasaan 

benda yang dijual secara aman dan tenteram; terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut 

yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk 

pembatalan pembeliannya”
59

. 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak 

dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu 

di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun 

perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi 

berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.
60

 

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-

pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik, kadang-kadang debitur 

tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan 

“wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi 

buruk” . Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau 

alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat 

sesuatu yang tidak boleh dilakukan
61

.  

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban 

yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi 

adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut 
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selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.
62

 Adapun yang dimaksud wanprestasi 

adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam 

keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi 

atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat 

terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
63

 

Adapun bentuk dari wanprestasi diantaranya  

a. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat 

melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, 

akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga 

kelalaian, 

b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak 

bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:  

1).  Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah, 

2).   Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai 

arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada 

waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, 

maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi. 

3).  Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak 

sebagaimana mestinya. Misalnya prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang 

kedelai berkualitas nomor 1, yang diserahkan adalah kacang kedelai yang 

berkualitas nomor 2. Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat/tidak sempurna 

memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali 

memenuhi dua unsur yaitu adanya, peringatan atau aanmaning/somasi dan, unsur 

jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya overmacht
64

. 

Wanpretasi (atau ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau 

perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber 
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pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 

1380 KUHPerdata.
65

 Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa 

:
66

 

c. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak 

memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

d. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat 

diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak 

tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 

e. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi 

tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka 

debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah 

ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus 

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat 

dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk 

wanprestasi”.
67

 

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah: 

a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;  

b. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan 

prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;  

c.  Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk 

membebaskan debitur;  

d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak 

pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh 

Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya
68

. Dalam gugatan 

pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian. 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi 

sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 
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KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi 

yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi 

prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat 

membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena 

keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan 

tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau 

menegur debituragar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.
69

 

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh 

kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh 

kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak 

membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, 

apakah debitur wanprestasi atau tidak.
70

 Apabila memperingatkan debitur agar 

memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya 

menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam 

waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan 

tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang 

berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada 

debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya 

melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur 

dengan tanda terima.
71

 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang 

wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, 

maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan 

pihak lawan yang dapat berupa:  

a. Pembatalan perjanjian,  

b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa : (biaya, rugi dan bunga).  

c. Pemenuhan kontra,  dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja 

daridebitur.  
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d.  Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain 

pemenuhanprestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH 

Perdata). 

e.  Menuntut penggantian kerugian
72

. 

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, Undang-undang Pasal 1248 

KUHPerdata menyebutkan unsur-unsurnya berupa:  

a. Biaya (Kontents) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan. 

Misalnya biaya Cetak Iklan, sewa gedung dan lain-lain;  

b. Rugi (Schadein) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat 

kelalaian debiturnya. Misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, 

sehingga ayam milik pembeli/ kreditur mati karenanya;  

c. Halnya keuntungan (interessten) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan 

yang diharapkan
73

.  

Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi 

dari modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan dari 

modal itu yang dituntut oleh penjual penjual/kreditur. Dalam hal ini, tidak semua 

kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang mengadakan penetapan 

pembatasan dengan dapat dikira-kirakan pada waktu janji dibuat (te voozien) dan 

sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja. 

Jika barang yang harus diserahkan uang tunai, maka yang dapat dimintakan ganti rugi 

ialah bunga menurut undangundang yang disebut “moratoire interessen” yang berjumlah 

6% setahun yang dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugatan. Kecuali itu, ada 

kelalaian seorang kreditur yaitu kelalaian berpiutang atau “moracreditoris” misalnya A 

telah menjual suatu partai barang “ franco gudang” kepada B sehingga B harus 

mengambil sendiri ke gudang hingga melampaui waktu yang ditentukan, maka A rugi 

karena ia terpaksa terus membayar sewa gudang. Dalam hal ini B melakukan 

moracreditoris atau lalai sebagai seorang berpiutang (kreditur)
74

. 

Pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman 

berupa:  
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a. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan 

demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena 

debitur melakukan wanprestasi.  

b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau 

pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan 

sebelum perjanjian diadakan.  

c.  Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika 

terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan 

menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.
75

 

2. Wanprestasi dalam Hukum Islam  

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap 

perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu tertanggung 

diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat. 

Dalam asas hukum perdata dikenal dengan istilah asas pacta sunt servanda yaitu asas 

hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi 

para pihak yang melakukan perjanjian, oleh karena itu berdasar dengan asas ini, maka 

suatu perjanjian itu harus ditepati (aggrements must be kept). Sebagaimana asas tersebut, 

hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yaitu asas amanah/ menepati janji
76

. 

Berdasarkan asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang 

diwajibkan dalam akad. Hal ini terdapat dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 282: 

 

بِِ ىَنْيَكْتبُْبَّيْىَكُمْكَاتِب ٌۢ
ىفَاكْتبُىُْهُُۗ سَمًّ ىاجََهٍمُّ

ااِذاَتدَاَيَىْتمُْبِديَْىٍاِنٰٰٓ انْعَدْليٰٰٓايَُّهَاانَّرِيْىَاٰمَىىُْٰٓ  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
77

 

 

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur 

penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam 
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menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. 

Qs.An-Nisa ayat 29 yang menyatakan: 

ِٰٓانَِْتكَُىْنَِتجَِازَةًِعَهِْ اِامَْىَانكَُمِْبيَْىكَُمِْبِانْبَاطِمِِاِلََّ ىْكُِيٰٰٓايَُّهَاِانَّرِيْهَِاٰمَىىُْاِلََِتأَكُْهىُْٰٓ اِتسََاضٍِمِّ وَلََِتقَْتهُىُْٰٓ مُِِْۗ

َِكَانَِبكُِمِْزَحِيْمًاِ ِاللّٰه ٩٢ِ-اوَْفسَُكُمُِْۗانَِّ  

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu ....”.
78

 

 

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan 

perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk 

mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam 

cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini 

memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan 

penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu 

suatu kaidah bahwa‚akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun 

perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut. 
79

  

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak 

dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya 

(ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. yaitu suatu sikap ingkar janji 

(sengaja atu tidak sengaja) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang 

bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara secara 

komprehensif dapat dilihat konsep ganti-rugi.
80

 

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi  

1. Pengertian Eksekusi  

Berikut adalah beberapa definisi mengenai eksekusi menurut para ahli, yaitu:
 
 

a. R .Subekti   
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Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna 

mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) 

guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.
81

 

b. M. Yahya Harahap  

Eksekusi adalah Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh 

pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan/atau aturan tata cara 

lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses 

hukum acara perdata.
82

 

c. Djazuli Bachar  

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain 

adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan 

dengan secara paksa.
83

  

d. Sudikno  

Eksekusi atau putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari 

kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam 

putusan tersebut.
 84

 

Berdasarkan pengertian beberapa para ahli diatas mengenai definisi eksekusi, 

maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan 

oleh pengadilan atas suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi.  

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata 

tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara 

melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195 sampai 

Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.
85

 Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG 

dikatakan : “dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada 

tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua 
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pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang 

diatur dalam pasal-pasal HIR”. 

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “ Jika pihak yang 

dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai 

maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua 

Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran 

(aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan 

dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.
86

 

Istilah pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah 

“eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan 

putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan 

putusan (tenuitvoer legging van vonnissen). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti 

melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” 

sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan 

istilah “pelaksanaan putusan”.
87

 

Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada eksekusi tersbut 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang dalam artinya, langsung dapat dilaksanakan 

tanpa melaui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan 

putusan tersbut. 

 

2.  Dasar Hukum Eksekusi 

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 

195 sampai dengan Pasal 224 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR). 

Namun, saat ini tidak semua ketentuan dalam Pasal-pasal HIR masih berlaku secara 
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efektif. Pasal yang masih berlaku efektif adalah Pasal 195 sampai dengan Pasal 208, dan 

Pasal 224 HIR.
88

 Peraturan lain yang menjadi dasar penerapan eksekusi, yaitu : 

1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 Ayat 

(4), yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai 

kemanusiaan dan keadilan. 

2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 Ayat (3) 

juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang 

No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60, menyatakan bahwa yang melaksanakan 

putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh 

Ketua Pengadilan. 

3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa permohonan 

Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi 

3. Asas-Asas dalam Eksekusi 

Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas, 

yaitu:
89

 

1) Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah berkekuatan hukum tetap  

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara 

paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.
90

 Biasanya tindakan eksekusi baru 

merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Hal ini sesuai 

dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Padatahap eksekusi 

maka kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. 

Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan 

agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barag, mengosongkan rumah 

atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar 

sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, 

apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang 
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sedemikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang 

kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada 

pihak penggugat. Eksekusi oleh karenanya merupakan tindakan yang perlu dilakukan 

untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. 

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. 

Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan 

pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada 

prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang 

dapat dijalankan.
91

 Terhadap asas ini maka terdapat beberapa pengecualian:  

a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu  

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulumerupakan salah satu pengecualian 

terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Menurut Pasal 180 Ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap 

putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan 

hukum tetap. 

b. Pelaksanaan putusan Provisi  

Pasal 180 Ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih 

dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila 

hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi tersebut dapat dilaksanakan 

sekalipun perkara pokoknya belum diputus. 

c. Akta Perdamaian 

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di 

persidangan oleh hakim dapat dijlankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal lahirnya akta 

perdamaian, telah melekat pulalah kekeuatan eksekutorial pada dirinya walaupun 

ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa 

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta  

Grosse Akta ini sesuai dengan Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta merupakan 

eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para 

                                                           
91

 M.Yahya Harahap,SH - Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.kedua 

.Cet.1,(Jakarta:PT.Gramedia,2005),Hal.7 



37 

 

pihak. Pasal ini memperoleh eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu 

berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati 

oleh kekuatan eksekutorial. 

Putusan hakim telah mengakibatkan hubungan hukum yang pasti antara pihak 

yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat an sudah tidak ada lagi upaya hukum, 

yakni: 

a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi 

karena telah diterima oleh kedua belah pihak.  

b. Putusan pengadilan yingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke 

Mahkamah Agung 

c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agun atau peninjauan kembali 

dari Mahkamah Agung 

d. Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan 

ipayahukumnya 

e. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara 

2) Putusan tidak dijalankan secara sukarela  

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah 

memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Eksekusi dalam suatu 

perkara baru mucul dan berfungsi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati 

dan menjalankan putusan secara sukarela.  

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi dalam 

menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul akibat pihak 

yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Sehubungan dengan tindakan 

menjalankan putusan secara sukarela, terdapat beberapa hal yang perlu disinggung, 

yaitu : 

a. Kepastian pemenuhan putusan secara sukarela  

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela, maka hendaknya 

pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela. Berita 

acara mana harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat 

putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang 
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saksi dan para pihak sendiri. Hal ini bertujuan agar ada pembuktian yang dapat 

dijadikan pegangan oleh hakim untuk kedepannya. 

b. Manfaat menjalankan putusan secara sukarela  

Menjalankan putusan secara sukarela mempunyai keutungan tersendiri untuk 

pihak yang kalah, karena dapat terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan 

kerugian moral. 

3) Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah bersifat menghukum (condemnatoir) 

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan. 

Dari tiga bentuk putusan hakim yaitu putusan declaratoir, konstitutif,dan 

condemnatoir, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang dapat dieksekusi. Putusan 

condemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehinga perlu 

dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan 

declaratoir dan putusan konstitutif tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk 

melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena untuk kedua jenis putusan hakim ini 

tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan 

tidak tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. 

Dimana pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya 

perkara yang bentuk yurisdictio contentioso (bukan yuridictio voluntaria), dengan 

bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan 

ada tergugat, proses pemeriksaanya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat 

(contradictio) . 

Misalnya amar putusan yang berbunyi:
 92

 

a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” sesuatu barang 

b. Menghukum atau memerintahka “melakukan” pembayaran sejumlah uang. 

4)  Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195 Ayat 

(1) HIR) 

Bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah 

mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga 

secara ex officio (ambtshalve) kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan 

                                                           
92

 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,(Jakarta:Putra 

Grafika,2005)hlm.13 



39 

 

tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak 

awal hingga akhir (dari aananing hinga penyerahan barang kepada penggugat).  

Asas ini diatur dalam pasal 195 Ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan yang 

dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka 

eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
93

 Eksekusi secara nyata dilakukan oleh 

Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan 

dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan, 

Syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 

Ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini 

merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan 

kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya 

surat penetapan, maka akan tampak lebih jelas dan terinci mengenai batas-batas 

eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping itu hakim juga 

akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut. 

5) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan  

Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika terjadi 

penyimpangan dari amar putusan, maka ada hak tereksekusi untuk menolak 

pelaksanaannya. Bahwa keberhasilan eksekusi antara lain salah satunya ditentukan 

oleh kesempurnaan dan kelengkapan amar putusan. Amar putusan yang 

baik/sempurna dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat dan 

hasil pemeriksaan yang lengkap dan teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi serta 

pihak berdasarkan gugatan yang baik.
94

 

4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Eksekusi  

Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi adalah : 

a. Adanya Surat Perintah Eksekusi  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Ayat (1)/ Pasal 208 Ayat (1) RBg, surat perintah 

eksekusi adalah surat penetapan ketua PN yang ditujukan kepada panitera atau juru 

sita untuk menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua PN berbentuk penetapan. 
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Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 

Ayat (1)/ Pasal 208 Ayat (1) RBg menjelaskan bahwa secara ex officio ketua PN 

membuat perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat.
95

 

b. Adanya Berita Eksekusi. 

Berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. 

Ketentuan berita acara eksekusi, diatur dalam Pasal 197 Ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat 

(4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat 

berita acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka 

eksekusi dianggap tidak sah.
96

 

5. Jenis-jenis Eksekusi  

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya 

ada 3 macam, yaitu: 

1) Eksekusi riil 

Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan seuatu 

perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau 

rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lainlain. Eksekusi 

riil dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan 

tanpa memerlukan lelang.
97

 

2) Eksekusi membayar sejumlah uang 

Pengaturan eksekusi untuk membayar sejulah uang diatur dalam Pasal 197 HIR/ 

Pasal 208 RBg. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah 

uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai 

mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim 

ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang 

diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
98

 

3) Eksekusi melakukan suatu perbuatan 
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Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg, yang menggariskan 

orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan 

tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan 

diperoleh dinilai dengan uang. Eksekusi ini merupakan perintah undang-undang 

sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang guna 

memperoleh pemenuhan putusan yang menghukum pihak yang kalah yang disebut 

dalam amar putusan dengan jalan meminta kepada ketua PN untuk mengganti 

hukuman tersebut dengan sejumlah uang, caranya bahwa kepentingan pembuatan 

tertentu dinilai dengan sejumlah uang berdasarkan putusan hakim yang menilai 

besarnya penggantian.
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BAB III 

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-

XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia 

 

A. Mahkamah Konstitusi 

1. Kedudukan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang 

baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan 

Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan 

pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang 

kekuasaan lain, yaitu pemerintah dan lembaga pemusyawaratan-perwakilan. Kedua 

Mahkamah ini sama-sama berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hanya 

stuktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu 

sama lain. 

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, 

Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. 

Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Mahkamah 

Konstitusi  juga  mempunyai  mata  anggaran  tersendiri,  terpisah  dari  mata  anggaran 

instansi lain.  Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, 

ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderalan dan kepaniteraan 

serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah 

Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan 

diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
100

 

 

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi  
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Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar; 

c. Memutus pembubaran partai politik, dan 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam 

ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan 

terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, 

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
101

. 

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur fungsi dari 

Mahkamah Konstitusi yaitu 
102

:  

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat finak untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum. 

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 5 (lima) 

tugas/kewenagan yang sangat vital terutama dalam ketatanegaraan Indonesia. Maka 
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untuk mengetahui lebih jelas berbagai kewenagan tersebut, dibawah ini akan dibahas 

berbagai kewenagan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

a. Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap UUD 

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 

tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak 

dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam kaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review secara 

lebih rinci telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya 

pada bagian ke-8 tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang mengatur. 

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji undang-undang, Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa meteri rumusan dari suatu 

Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah 

Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak 

berdasarkan Undang-Undang Dasar. Melalui penafsirannya terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara 

positif mengoreksi Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama-sama dengan 

Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur 

perikehidupan masyarakat bernegara. Mahkamah Konstitusi melalui pengujian formil 

dan materiil terhadap suatu Undang-Undang mempunyai fungsi kontrol dalam suatu 

sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara. 

b. Memutus Sengketa Kewenangan atar Lembaga Negara 

Sengketa kewenangan atar lembaga Negara, secara jelas memperoleh batasan 

bahwa lembaga Negara tersebut hanyalah lembaga Negara yang memperoleh 

kewenangannya menurut UUD 1945. Pasca dilakukan amandemen terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan Negara. 

Pergeseran ini ditandai dengan direduksinya status MPR yang kini tidak lagi sebagai 

pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak dikenal lagi istilah 

Lembaga Tinggi Negara, yang ada hanya lembaga Negara. Paradigma ini telah 

dipraktekan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan 



45 

 

dan Kedudukan Majelis Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
103

 Peran 

Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Sebagai lembaga Negara yang mempunyai 

kewenangan memutus sengketa, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kerangka mekanisme checks and 

balances dalam menjalankan kekuasaan Negara. 

c. Memutus Pembubaran Partai Politik 

Sesuai dengan amanat konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang 

memutus pembubaran partai politik.Persoalannya adalah apakah partai politik tidak 

bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jika merujuk pada 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, khususnya pada bagian ke-sepuluh tentang 

pembubaran partai politik, maka dapat dijumpai mekanisme Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus pembubaran parta politik, yang menyatakan bahwa pemohon dalam 

upaya pembubaran partai politik adalah pemerintah. Dalam hal ini pemohon wajib 

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang idiologi, asas, tujuan, 

program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945. 

d. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Terkait dengan salah satu kewenangannya yaitu memutus sengketa hasil 

pemilihan umum, maka berarti saat ini sudah ada satu lembaga yang dapat 

menyelesaikan permasalahan dan polemik yang acap kali muncul pada pemilihan 

umum.  Uji kesahihan atas perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional 

merupakan esensi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 

dasar hukum yang memberikan keabsahan suara peserta pemilihan umum dari 

perhitungan suara pemilihan umum secara nasional. 

e. Memutus Dugaan Impeachment terhadap Presiden 

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang juga sangat penting 

adalah dalam melakukan Impeachment terhadap Presiden. Mahkamah Konstitusi 
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wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Merujuk pada Pasal 7B Ayat (1) Undang-Undang Dasar, pelanggaran sebagaimana 

yang dimaksud dalam hal: Pertama, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga 

melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. Kedua, Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Proses pemeriksaan, mengadili dan memutus pendapat DPR paling lama 90 

(Sembilan puluh) hari setelah permintaan diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7 

Ayat (4) UUD 1945). 

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan 

konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan yang dikembangkan di 

Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang 

Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, 

tetapi juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

3. Struktur Kelembagaan Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. 
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Bagan 1 

Struktur Organisasi Mahkaah Konstitusi 

 

 

Sumber: Mahkamah Konstitusi
104

  

Berdasarkan bagan struktur organisasi baru di atas terlihat bahwa peranan 

panitera mua mulai dikedepankan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan 

Konstitusi dipandang sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan kelembagaan 

Mahkamah Konstitusi. Pada stuktur organisasi yang baru juga tercermin bahwa aktivitas 

penelitian dan pengkajian lebih difokuskan untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan 

perkara. Dengan demikian, bila fungsi dan peran pusat penelitian dan pengkajian dapat 

dioptimalkan, diharapkan sistem pendukung terhdap tugas dan fungsi hakim di dalam 

persidangan dan memutus perkara dapat menjadi lebih efektif  dan efisien. Selain itu, 

dalam stuktur organisasi yang baru juga dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan 

Konstitusi dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 

Melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan upaya Mahkamah 
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Konstitusi menginternaliskan nilai-nilai Pncasia dan Konstitusi semakin nyata dirasakan 

oleh masyarakat. Secara lebih komprehensif sistem dukungan Pusat Penelitian dan 

pengkajian,dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terhadap para hakim 

Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan dan diintegrasikan dalam suatu sistem 

dukungan informasi dan keputusan terpadu yang apabila diimplementasikan dapat 

menjadi suatu kekuatan pendukung yang paripurna terhadap hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam menganalisis perkara dan mempertimbangkan putusan yang akan di 

ambil
105

. 

 

4. Profil Hakim Mahkamah Konstisusi 
106

 

1) Dr. Anwar Usman,S.H.,M.H. 

Jabatan  : Ketua Mahkamah Konstitusi (2 April 2018-2 Oktober 2026) 

Pengusul  : Mahkamah Agung  

2) Prof. Dr.Aswanto, S.H, M.Si., DFM 

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ( 26 Maret 2019- 26  

 September 2029) 

Pengusul  : DPR  

3) Prof. Dr. Arief Hidayat,S.H,M.S. 

Jabatan :  Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ( 27 Maret 2018- 27 Maret 

2026) 

Pengusul :  DPR 

4) Dr.Wahiduin Adams,S.H,M.A. 

Jabatan : Anggota ( 21 Maret 2019 – 21 Maret 2024) 

Pengusul : DPR  

5) Suhartoyo,S.H,M.H  

Jabatan : Anggota ( 7 Januari 2020 - 7 Januari 2029) 

Pengusul : Mahkamah Agung  

6) Dr.Manahan M.P.Sitompul,S.H, M.Hum 
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Jabatan  : Anggota ( 28 April 2020 - 28 April 2023) 

Pengusul : Mahkamah Agung  

 

7) Prof. Dr.Saidi Isra ,S.H., MPA 

Jabatan  : Anggota ( 11 April 2017 - 11 April 2032) 

Pengusul : Presiden 

8) Prof. Dr.Enny Nurbaningsih ,S.H, M.Hum  

Jabatan  : Anggota ( 13 Agustus 2018  - 13 Agustus 2032) 

Pengusul : Presiden  

9) Prof. Dr.aniel Yusmic Pancastaki Foekh ,S.H,M.H 

Jabatan  : Anggota ( 7 Januari 2020 - 7 Januari 2034) 

Pengusul  : Presiden 

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XVII/2019 

1. Kasus Posisi
107

 

Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang diajukan oleh: 

1.  Nama : Aprilliani Dewi  

Pekerjaan : Wiraswasta  

Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I  

2.  Nama : Suri Agung Prabowo  

Pekerjaan : Wiraswasta  

Alamat : Jalan H. Wahab II Nomor 28 A, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat.  

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II 

Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk 

mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi 

salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan 

atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undangundang sebagai produk 
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legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga 

yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap 

pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif;  

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan 

privat, atau (d) lembaga negara”; 

Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak 

konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”; 

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara 

Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan 

putusanputusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam 

mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:  

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah 

dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;  

c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan 

aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat 

dipastikan akan terjadi;  

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undangundang 

yang dimohonkan untuk diuji;  

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian 

konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.  

f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) 

merupakan perorangan warga negara Indonesia.  

Yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
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kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 

Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi”;  

Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan 

Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami 

kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan 

oleh Penerima Fidusia;  

Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I [Bukti P-5] yang secara 

faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek 

jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan 

objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak 

langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I;  

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, 

senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang 

berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan 

menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima 

Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan 

menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar;  

Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia 

dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang 

yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa 

momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa 

kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta 

mengancam akan membunuh Para Pemohon; 

Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan 
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Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan 

hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk 

membayar denda baik Materiil maupun Immateriil.  

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 

2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut:  

Dalam Gugatan Konvensi:  

a. Dalam Eksepsi: 

 Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), T3 (M. 

Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya;  

b. Dalam Pokok Perkara:  

1).  Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;  

2).  Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM yang merugikan PEMOHON I;  

3).  Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil 

kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-;  

4).  Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian 

immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-; 

5).   Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini; 

Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara 

Pemberi dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap 

mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan 

Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian 

Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada 

ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan a quo.  

Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para 

Pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau 

paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian 

konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi;  
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Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik 

pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah 

dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 

42/1999 yang memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak 

sewenang-wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para 

Pemohon, sehingga secara mutatis mutandis kerugian konstitusional yang dialami 

para Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para 

Pemohon memiliki hubungan sebabakibat (causalitas) dengan berlakunya 

ketentuan pasal yang sedang dimohonkan pengujian a quo; 

 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi 

kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap 

UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan 

Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon 

pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para 

Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan 

uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 ayat 

(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat 

(4)UUD 1945; 

Berdasarkan Sumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019, dapat disimpulkan urutan peristiwa yang terkait dengan perkara yakni  

Aprilliani Dewi, Suri Agung Prabowo merasa dirugikan atas Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel
108

, Putusan Pengadilan 

tersebut terkait dengan perselisihan antara Pemberi dan Penerima Fidusia. 

Penerima Fidusia tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan 

terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, Pemohon selaku 

Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor 

W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari 
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 Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
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penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, Suri 

Agung Prabowo selaku Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I yang 

secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang 

menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan 

tindakan penarikan objek jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung 

maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami 

Pemohon I; dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah 

berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang 

dimohonkan a quo. Kekuasaan yang berlebihan dalam melakukan penarikan 

jaminan fidusia mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia 

untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan 

menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar; 

hal dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih 

barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada 

beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen 

resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan 

martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon.  

Menurut Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 tentang eksekusi Jaminan Fidusia, dianggap sebagai asas lex specialis 

derogat lex generalis, yaitu asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan 

yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan itu yang sifatnya umum bukan 

hanya milik validity sebagai hukum hukum yang telah ada aturan yang sifatnya 

itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang valid yang 

memiliki kekuatan berikat untuk diterapkannya kepada peristiwa yang kongkrit. 

 

2. Legal Standing Pemohon 

Sebelum melakukan pengujian undang-undang (judicial review) Mahkamah 

Konstitusi harus menilai terlebih dahulu legal standing pemohon. Menurut Achmad 

Roestandi, legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan 

memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan 

penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. 
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Dengan ditentukannya legal standing, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai 

hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
109

  

Legal standing dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 

a. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan 

permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu 

parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas 

pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undangundang sebagai produk legislasi 

antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, 

sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan 

sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif 

b. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan 

privat, atau (d) lembaga negara”. 

c. Bahwa penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan 

hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945” 

d. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 

006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusanputusan 

setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan 

permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:  

e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan 

perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang secara konstitusional dijamin 

haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G Ayat (1) 

UUD 1945. 

                                                           
109

 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2006),hlm.41-42. 
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f. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak 

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 

g. Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia 

(Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara 

langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima 

Fidusia [Bukti P-4] 

h. Bahwa Pemohon II merupakan suami dari Pemohon I [Bukti P-5] yang secara faktual 

terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan 

fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia melakukan tindakan penarikan objek 

jaminan fidusia maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I 

i. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan para Pemohon, senyatanya 

telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan dan 

tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan 

Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 

telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan 

eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam 

cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar 

j. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan 

dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang 

dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa 

momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa 

kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta 

mengancam akan membunuh Para Pemohon; [Bukti P-6] 

k. Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima 

Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh 

karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda 

baik Materiil maupun Immateriil. [Bukti P-7]. 
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l. Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan terkait perselisihan antara Pemberi 

dan Penerima Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia tetap mengabaikannya 

dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 

Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah 

berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal yang sedang 

dimohonkan a quo. [Bukti P-8] 

m. Bahwa berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon 

bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal a quo tidak ada atau paling tidak, 

dapat dimaknai seperti permohonan a quo maka kerugian konstitusional para 

Pemohon tidak akan terjadi 

n. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, 

kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar 

dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 yang 

memberikan kesempatan kepada penerima fidusia untuk melakukan perbuatan-

perbuatan atau paling tidak menafsirkan pasal a quo sehingga bertindak sewenang-

wenang dengan menindas harkat dan martabat serta kehormatan Para Pemohon, 

sehingga secara mutatis mutandis kerugian konstitusional yang dialami para 

Pemohon bersifat spesifik dan aktual sekaligus kerugian yang dialami para Pemohon 

memiliki hubungan sebabakibat (causalitas) dengan berlakunya ketentuan pasal yang 

sedang dimohonkan pengujian a quo 

o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun 

kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU No. 42/1999 terhadap UUD 1945 

sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah 

Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan 

penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-

Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak 

dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) 

dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 

ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)UUD 1945 
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3. Duduk Perkara/Posita 

Pada tanggal 15 Februari 2019 Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo telah 

mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2019 

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada 

tanggal 27 Februari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

pada tanggal 25 Maret 2019. Secara kronologis peristiwanya berawal dari Aprilliani 

Dewi (Pemohon I) merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia 

(pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01, Suri Agung Prabowo (Pemohon II) 

merupakan suami ari Pemohon I  secara tidak langssung juga mengalami kerugian yang 

sama karena terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi 

objek jaminan fidusia. yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan 

objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Tindakan tersebut 

dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang 

dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum 

tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, 

dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan 

membunuh Para Pemohon. 

 

4.  Pembuktian 

Untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan 

yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut : 

a. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 

b. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

c. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pemohon I dan 

Pemohon II 
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d. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 

W11.01617952.AH.05.01 bertanggal 25 November 2016 

e. Bukti P-5 : Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon 

f. Bukti P-6 : Video rekaman dan Foto debt collector yang ditugaskan oleh 

Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia 

dengan cara sewenang-wenang memaki dan mengancam akan membunuh 

Pemohon II 

g. bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Penerima Fidusia 

h. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Pengeksekusian objek jaminan fidusia yang dilakukan 

oleh Penerima Fidusia 

i.  

5. Pertimbangan Hakim 

a. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas 

norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Hal 

tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diberikan oleh pemohon yakni berupa 

Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 bertanggal 25 

November 2016. 

Menurut penulis, pemohon dalam memberikan bukti berupa Fotokopi 

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sudah menerangkan kualifikasinya dalam 

permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan 

sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia. 

b. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit terhadap 

Pemberi Fidusia (debitur). 

Menurut penulis, pemohon Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan 

dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan 

dengan pengaturan jaminan eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan 
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kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, 

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah putusan 

pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 14/1999] 

c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang a quo, 

khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 

pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan 

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Hal tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diberikan pemohon yakni 

berupa Video rekaman dan Foto debt collector yang ditugaskan oleh Penerima 

Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara 

sewenang-wenang memaki dan mengancam akan membunuh Pemohon II. 

Menurut penulis, pemohon Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta 

tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek 

fidusia. Hal tersebut justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima 

fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang 

dialami oleh para Pemohon. 

d. Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa 

apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas 

perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan 

hukum mengikat. 

Hal tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diberikan pemohon yakni 

berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Penerima Fidusia dan Fotokopi Foto Pengeksekusian objek jaminan 

fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia 
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6. Amar Putusan Dalam Gugatan Konvensi 

Atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia 

sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, 

Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil 

maupun Immateriil. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel menyatakan sebagai berikut: 

a. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), 

T3 (M. Halomoan Tobing) dan TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk seluruhnya; 

b. Dalam Pokok Perkara:  

1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 

2) Menyatakan T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

yang merugikan PEMOHON I 

3)  Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada 

penggugat sebesar Rp. 100.000,- 

4) Menghukum T1 (PT. Astra Sedaya Finance), T2 (Idris Hutapea), dan T3 (M. 

Halomoan Tobing) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian 

immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000, 

5) Menghukum TT (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mematuhi isi putusan ini 

 

7. Amar Putusan Hakim 

Setelah ada putusan pengadilan terkait perselisihan antara pemberi dan penerima 

fidusia tersebut, penerima fidusia tetap mengabaikan dengan tetap melakukan penarikan 

terhadap objek jaminan fidusia pada Tanggal 11 Januari 2019. Jadi, berdasarkan uraian 

di atas pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian 

UU No.42/1999 terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditenyukan dalam UU 

Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan 

Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk 

menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Para 
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Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji 

materiil Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 

27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)UUD 1945. 

Amar Putusan Hakim menyatakan: 

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 

2) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela 

objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum 

dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku 

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap”; 

3) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa 

“cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas 

dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 

4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa 

“kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 
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tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang 

menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 

pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama 

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”; 

5) Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya 

6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

C. Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/Puu-XVII/2019 

Perlindungan hukum bagi debitur pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/Puu-XVII/2019 dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakimnya. Terhadap 

permohonan yang dilakukan Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami dari Apriliani 

Dewi) sebagai Pemohon dengan nomor register 18/Puu-XVII/2019. Majekis hakim 

mempunyai beberapa pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan hakim diantaranya adalah: 

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap UUD 1945 

2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji 

konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
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1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya 

disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang permohonan a quo. 

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang 

dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah 

mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan 

oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:  

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan sama) 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diatur dalam undang-undang 

c. Badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara 

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 

a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 

MK 

b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

4. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 

bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 

2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 

harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 

1945 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian 
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c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 

terjadi 

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-

undang yang dimohonkan pengujian 

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi 

5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-

syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon 

sebagai berikut: 

a. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionali-tasnya 

dalam permohonan a quo adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 

yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

2) Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia 

mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaannya sendiri. 

b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, suami istri, menerangkan kualifikasinya dalam 

permohonan a quo sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berkedudukan 

sebagai Pemberi Fidusia (debitur) sebagaimana perjanjian jaminan fidusia 

berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 (Bukti P-4). 

Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek 

jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara 

sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan debt collector 

walaupun Pemohon II telah secara aktif membayar cicilan atau kredit mobil yang 

menjadi objek jaminan. Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menguraikan 

kualifikasi maupun hak konstitusionalnya, khususnya dalam hal ini hak 

konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang 
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menurut anggapan mereka dirugikan oleh norma UU 42/1999 yang dimohonkan 

pengujiannya. 

c. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan 

para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

d. Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut 

UU 42/1999) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 

(1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan dalil-dalil 

sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) 

UndangUndang a quo, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan 

kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (kreditur) dalam memberikan kredit 

terhadap Pemberi Fidusia (debitur). Adapun jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum itu, terlihat secara tegas dalam konsideran menimbang yang merupakan 

landasan dibentuknya UU 42/1999. Di mana UU ini lahir atas kebutuhan yang 

besar dan terus meningkat bagi terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya 

dana. Oleh karena itu diperlukan jaminan Fidusia sebagai lembaga jaminan agar 

mampu memacu pembangunan nasional pada saat krisis ekonomi sedang 

melanda. 

2) Bahwa menurut para Pemohon bentuk jaminan dan perlindungan kepastian 

hukum dalam pemberian kredit tersebut, ditunjukkan dengan pengaturan jaminan 

eksekusi terhadap objek fidusia. Dengan menyamakan kekuatan eksekutorial 

Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap [vide Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999]. Oleh karena itu, dalam 

Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” layaknya sebuah 

putusan pengadilan [vide Pasal 15 ayat (1) UU 14/1999] 

3) Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang a quo, disatu 

sisi telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk 
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menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, 

dalam hal debitur cidera janji. Namun pada sisi yang lain pengaturan dalam pasal 

quo, hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima 

Fidusia (kreditur) dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara 

serta merta. Oleh karena itulah, ketentuan ini menemukan kelemahannya 

khususnya dalam memberikan pemaknaan detail pelaksanaannya yang justru 

dapat melanggar hak Pemberi Fidusia (debitur). 

4) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo, justru luput untuk 

memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di 

hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik pribadi Pemberi Fidusia 

(debitur). Akibatnya, pengaturan ini luput untuk menjelaskan tentang kedudukan 

Sertifikat Jaminan Fidusia jika dihadapkan dengan Putusan Pengadilan, 

mekanisme dan prosedur penyitaan Objek Fidusia, serta mekanisme untuk 

menentukan tindakan cidera janji debitur. 

5) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang a 

quo, khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 

putusan pengadilan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut para 

Pemohon keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 

putusan pengadilan” dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. 

Pertama, ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima 

fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek 

fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu 

bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar 

dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Hal tersebut justru dapat 

memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam 

melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para 

Pemohon. 

6) Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa 

apakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan sama 



68 

 

seperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi 

terhadap putusan pengadilan. Oleh karenanya menurut para Pemohon materi 

muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, seharusnya 

tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” 

dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 

tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan 

agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 

ayat (2) UU 42/1999 tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas 

kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena 

lebih cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan 

konsumen (pemberi fidusia) 

7) Bahwa menurut para Pemohon mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat 

fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya 

dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu dengan 

terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 

8) Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Ketiga, frasa “kekuatan 

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa 

apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan 

atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Sebab jika ada kepastian hukum atas pertanyaan 

sebagaimana model pemaknaan ketiga itu, maka seharusnya kasus yang menimpa 

para Pemohon tidak akan terjadi. Karena ketiadaan kepastian hukum atas 

pemaknaan pasal a quo, para Pemohon mengalami tindakan penyitaan objek 

fidusia secara melawan hukum. Bahkan ketika telah ada putusan pengadilan yang 

menyatakan tindakan penarikan objek fidusia itu dinilai sebagai tindakan yang 

salah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Penerima Fidusia tetap 

melakukan penarikan terhadap objek fidusia. 
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9) Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan sebagaimana yang disebutkan dalam 

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 juga telah memberikan hak eksklusif 

kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan kedudukannya 

sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan 

prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera 

janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum 

yang setara untuk menguji kebenarannya 

10) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar 

Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

(a) Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa 

“kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme 

dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia 

harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” 

(b) Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama 

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait 

objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap 

objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait.” 

(c) Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera 

janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan 

“cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (kreditur) dalam hal 

tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal 

adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum 

tetap” 

11) Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-8 dan mengajukan seorang orang ahli, Tulus Abadi, yang telah didengar 
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dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 24 April 2019 (sebagaimana 

selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). 

12) Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan 

Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 

2019. 

13) Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden 

(Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan membaca keterangan 

tertulis Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 

2019. Selain itu Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan 

Presiden (Pemerintah) pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu Dr. Akhmad 

Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, S. H., L.LM, (sebagaimana 

selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) 

14) Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah didengar keterangan ahli 

yang dihadirkan atas permintaan Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) orang ahli, 

yaitu Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal 13 

Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) 

15) Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan 

para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada 

intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat 

(3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 

16) Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip perjanjian Jaminan Fidusia 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan 

keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-

undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk perlindungan hukum 

terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi 

jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut. 

17) Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada 

atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum 

baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam 

perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak 

dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian 
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Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para 

Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat 

dalam pasal a quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari 

norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat 

dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian 

banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma 

maupun implementasi. 

18) Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya 

perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian 

fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi 

Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak 

milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur 

selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan 

objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian 

yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi 

tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) 

karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang 

membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh 

para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak 

bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur 

(pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian 

merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian 

(vide Pasal 1320 KUHPerdata). 

19) Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya 

telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) 

UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan 

Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, selain karena permohonan para Pemohon a quo 

juga mendalilkan kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) 

UU 42/1999 
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20) Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata 

cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi 

fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya 

kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan 

harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” 

dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa 

untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta 

merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti 

adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai 

titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan ukum tetap, prosedur atau tata-

cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara 

pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau 

Pasal 208 RBg. 

21) Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas 

telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) 

UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan 

konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak 

ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur 

keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka 

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 

22) Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” 

dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak 

memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun 
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dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 

ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa 

“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam 

Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan 

pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat 

dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan 

fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya 

akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara 

eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain 

dalam Undang-Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo 

23) Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan 

inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 dapat 

dibenarkan oleh Mahkamah, namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang termuat dalam norma Pasal 15 ayat 

(2) UU 42/1999 dan frasa “cidera janji” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 

15 ayat (3) UU 42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon 

berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai frasa-frasa dalam 

norma-norma dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa 

permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian 

24) Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian Mahkamah di dalam 

memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 

15 ayat (2) UU 42/1999 

Dari pertimbangan hakim dapat dianalisis bahwa tampak adanya persoalan 

konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) 

UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, selain karena 

permohonan para Pemohon a quo juga mendalilkan kaitan demikian dalam permohonannya, 
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maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma Pasal 15 

ayat (3) UU 42/1999. bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa 

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 

ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 

ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap 

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan 

frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan 

norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang 

menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 

42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang 

cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan 

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat 

Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan 

dituangkan dalam amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat 

jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang a quo, 

disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim, dapat di 

analisis  dalam putusan Nomor Register 18/Puu-XVII/2019, mengandung upaya 

perlindungan hukum bagi debitur secara preventif dan represif,  dalam  Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, tidak mejelaskan mekanisme 

pelaksaaan ekseskusi terhadap jaminan fidusia, oleh karena itu adanya kesewenang-

wenangan yang dilakukan oleh penerima fidusia. Oleh karena itu Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor Register 18/PUU-XVII/2019 menjadi payung teduh bagi debitur dalam 

melindungi hak atas jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 

18/PUU-XVII/2019 tersirat mekanisme penarikan dilakukan dengan adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Dapat di analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 

18/PUU-XVII/2019, memberikan upaya perlindungan hukum secara Preventif dan Reprisif 

yang meliputi; 
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1. Perlindungan Preventif  

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan preventif adalah perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran.
110

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 18/Puu-XVII/2019 

merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meberikan perlindungan hukum bagi debitur 

atas hak fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 

Ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai norma yang 

menyatakan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki cacat konstitusional karena 

tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak 

yang terikat dalam perjanjian fidusia, dalam hal ini adalah pemberi jaminan fidusia 

(debitor) dan penerima jaminan fidusia (kreditor)
111

. Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi 

menggambarkan bahwa eksekutorial hanya memberikan hak eksklusif kepada kreditor 

sedangkan debitor diabaikan haknya untuk mengajukan atau mendapat kesempatan 

pembelaan diri atas adanya dugaan wanprestasi dan kesempatan mendapatkan hasil dari 

penjualan objek jaminan fidusia. 

Apabila dilihat bunyi Pasal 15 UU No.42 Tahun 1999, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminanan 

perlindungan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dalam memberikan 

kredit terhadapp pemberi fidusia (debitur). Hal ini sangat dimaklumi oleh karena dalam 

perjanjian hutang piutang dimana jaminan adalah antara  lain: benda bergerak dimana 

pengusaannya berada ditangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang 

bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khusus nya dalam hal eksekusi 

objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam 

persidangan uji materil Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.42 tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi atas kekuasaanya sendiri, baik 

berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantara hakim yang bersifat final dan 

mengikat para pihak dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan 

benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. 
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Jaminan fidusia merupakan bentuk perikatan antara kreditur dan debitur yang 

timbul dari perjanjian. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian 

pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam. Jaminan fidusia sebagai 

jaminan utang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama, perjanjian obligator yaitu 

perjanjian berupa pinjam meminjam uang antara kreditor dan debitor. Tahap kedua, 

perjanjian kebendaan yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dilakukan 

dengan cara constitutum posessorium yaitu penyerahan hak milik sebagai objek jaminan 

fidusia tanpa menyerahkan fisik dari benda jaminan tersebut. Pada tahap ketiga, tahapan 

perjanjian pakai pinjaman ini merupakan kesepakatan bahwa debitur tetap dapat 

menguasai secara fisik objek dari jaminan fidusia tersebut
112

. Oleh sebab itu, dianalisis 

berdasarkan syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320-1337 KUHPerdata dijelaskan 

syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut
113

: 

a.  Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kata sepakat ini harus bebas dari 

unsur khilaf, paksaan ataupun penipuan (ps. 1321) 

b.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan setiap orang adalah cakap untuk 

membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak 

cakap.  

c. Suatu hal tertentu Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok perjanjian (pasal 1332)  

d.  Suatu sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan baik atau ketertiban umum.(pasal 1337) 

Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, yang berakibat para pihak 

menjadi terikat. Ikatan tersebut memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang, oleh 

karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang 

perjanjian sebagaimana sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang 

diminta oleh Pasal 1320 BW. Selanjutnya dalam Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan 

bahwa : “Bila oleh pihak-pihak  yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitor 

atau pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka 

waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian 
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dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk 

menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan 

dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan 

bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut”.
114

  

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian kredit yang melahiran jaminan 

fidusia merupakan suatu ikrar atau janji antara debitur dan kreditur yang dituangkan 

dalam akta perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam akta surat 

keterangan memindahkan hak tanggungan (SKMHT), oleh karenanya debitur dan 

kreditur mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut serta melakukan kewajibannya, 

apabila debitur ingkar janji atau wanpresasi maka menurut Pasal 1320 , kreditur berhak 

untuk menjual barang gadainya di hadapan umum. Perjanjian tersebut mengikat kedua 

belah pihak dan kekuatan setara dengan Undang-Undang.  Dengan adanya Sertifikat 

Jaminan Fidusia, penerima jaminan fidusia (kreditor) memiliki legalitas kepemilikan hak 

milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitor) sebagai bukti hak 

mendahului atas kreditor lainnya. Sedangkan bagi debitor, Sertifikat Jaminan Fidusia 

tersebut secara legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari 

kreditor melanggar ketentuan isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

 

2. Perlindungan Represif  

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa 

atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
115

 Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 

memberikan Perlindungan secara represif yakni Apabila kreditor bertindak sewenang-

wenang dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian maka debitor 

dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Menurut pendapat Prof. Dr. Sutan Remy 

Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa kreditor tidak 

diperkenankan mengambil paksa objek fidusia dari debitor karena merupakan perbuatan 
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main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilarang oleh Undang-Undang, kreditor wajib 

mengajukan permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan 

Negeri. Kreditor melalui Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai hak untuk secara 

langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor telah 

dinyatakan wanprestasi, namun kreditor tidak serta merta dapat berlaku secara sewenang-

wenang karena terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya. 

Salah satunya yakni mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana kreditor tersebut 

dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal-hal tersebut telah diatur 

dalam perjanjian fidusia yang dalam pembuatannya telah memenuhi kesepakatan bebas 

dari para pihak tanpa adanya unsur ancaman ataupun paksaan
116

.   

Menurut Akhmad Budi Cahyono, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan bukanlah perampasan hak milik 

debitur secara semena-mena, akan tetapi merupakan pemenuhan prestasi debitur sesuai 

dengan perjanjian. Berdasarkan hal ini terdapat larangan bagi kreditur untuk memiliki 

benda yang menjadi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Larangan tersebut 

bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1154 

KUH Perdata mengenai Gadai, Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata dalam hal jaminan 

Hipotik, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 perihal Hak Tanggungan dan 

Pasal 33 UU JF mengenai Jaminan Fidusia
117

. 

Maka dapat maknai bahwa pemberian jaminan khusus kebendaan didasarkan 

pada perjanjian terhadap apa yang menjadi milik debitur, maka pemberian benda jaminan 

oleh debitur kepada kreditur didasarkan pada prinsip kesukarelaan. Berdasarkan hal 

tersebut, sudah menjadi kewajiban debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek 

jaminan dalam rangka pelaksaan eksekusi guna memenuhi apa yang menjadi kewajiban 

debitur sesuai perjanjian. Hal ini merupakan bentuk itikad baik debitur dalam 

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Tidak selayaknya 

debitur menghalang-halangi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan, 

sementara benda tersebut diberikan sendiri oleh debitur secara sukarela sebagai jaminan. 
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Keberadaan parate eksekusi sebagai diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU JF 

tentunya terkait dengan pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU JF 

khususnya ayat (1) huruf b dan huruf c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial 

yang masih memerlukan bantuan pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi dalam 

rangka melakukan upaya paksa, Maka parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 

15 ayat (3) UU JF dilakukan tanpa perlu bantuan pengadilan seolah-oleh melakukan 

eksekusi terhadap barang miliknya sendiri. Hal ini dapat dilakukan baik melalui 

pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan 

penerima fidusia. Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak diperlukan upaya paksa 

dalam bentuk permohonan eksekusi melalui pengadilan, namun demikian parate eksekusi 

tetap memiliki arti yang penting bagi kreditur apabila benda yang dijadikan jaminan 

adalah benda bergerak tidak berwujud seperti saham dan piutang lainnya yang tidak 

diperlukan penyerahan secara fisik bendanya dalam rangka melakukan eksekusi. 

Mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi. 

Pelaksanaan titel eksekutorial dalam rangka upaya paksa yang masih memerlukan 

bantuan pengadilan berupa permohonan eksekusi perlu dibedakan dengan parate 

eksekusi yang dilakukan tanpa bantuan pengadilan dengan cara melalui pelelangan 

umum maupun dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara 

pemberi dan penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 

JF, maka mekanisme eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1 a, b dan c) UU JF 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Apabila kreditur melakukan eksekusi secara sepihak tanpa adanya klausula 

kesepakatan di dalam perjanjian atau tanpa penetapan pengadilan maka dapat diancam 

dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni arang siapa dengan 

sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai 

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling 

banyak Rp. 4,5 juta
118

,  Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yakni Setiap 

orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat 

dipakai, menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 

kategori IV, yaitu Rp. 200 juta. 

Mekanisme dalam pengamanan saat eksekusi jaminan fidusia diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Peraturan 

Kapolri) yang diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2011. Untuk memastikan terlaksananya 

eksekusi jaminan fidusia, Polri mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian untuk 

dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, maka bertujuan untuk 

melaksanakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia 

(kreditor), pemberi jaminan fidusia (debitor) dan/ atau masyarakat dari perbutan yang 

dapat menyebabkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Termasuk di 

dalamnya objek pengamanan jaminan fidusia adalah benda berwujud bergerak, benda 

bergerak tak berwujud dan benda tak bergerak terutama bangunan yang tidak bisa 

dibebani hak tanggungan. 

Yang diatur pada Bab II Pasal 4 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa objek pengamanan 

jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas
119

: 

a. Benda bergerak yang berwujud; 

b. Benda bergerak yang tidak berwujud; dan 

c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan. 

Pada saat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, pemohon eksekusi wajib 

melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia, dan 

surat peringatan kepada debitor untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini 

surat tersebut sudah dikeluarkan oleh kreditor kepada debitor sebanyak 2 (dua) kali 

yang dibuktikan dengan tanda terima. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bawah Putusan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, mengandung 
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upaya perlindungan hukum bagi debitur secara preventif dan represif. Perlindungan 

yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran terkait dengan Jaminan Fidusia. Perlinungan ini diberikan untuk 

mlindungi hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UUD Pasal 28G yang 

berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman 

dan perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

yang merupakan hak asasi”;.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-

XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa eksekutorial hanya 

memberikan hak eksklusif kepada kreditor sedangkan debitor diabaikan haknya 

untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan 

wanprestasi dan kesempatan mendapatkan hasil dari penjualan objek jaminan fidusia.  

Dilihat dari Pasal 15 Ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

sebagai norma yang menyatakan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki 

cacat konstitusional karena tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang 

seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, berdasarkan 

syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320-1337 KUHPerdata dijelaskan syarat-

syarat sah perjanjian adalah Kata sepakat , Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan setiap orang, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Kewajiban yang 

diikrarkan sebagai janji itulah, yang berakibat para pihak menjadi terikat.  

Ikrar atau janji  tersebut antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam 

akta perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam akta surat 

keterangan memindahkan hak tanggungan (SKMHT), oleh karenanya debitur dan 

kreditur mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut serta melakukan kewajibannya, 

apabila debitur ingkar janji atau wanpresasi maka menurut Pasal 1320 , kreditur 

berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum. 

Apabila kreditur melakukan eksekusi secara sepihak tanpa adanya klausula 

kesepakatan di dalam perjanjian atau tanpa penetapan pengadilan maka dapat 

diancam dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mekanisme dalam 

pengamanan saat eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
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Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Peraturan Kapolri) yang diberlakukan 

pada tanggal 22 Juni 2011. 
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BAB IV 

MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 

 

A. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

Amar Putusan Hakim pada pengajuan Judisial riveiw dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 meliputi: 

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 

2.  Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” 

dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia 

yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme 

dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan 

dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

3.  Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera 

janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara 

kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya 

cidera janji. 

4.  Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” 

bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
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tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan 

fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan 

secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 

hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku 

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap”; 

5.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya; 

6.   Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

  

B. Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 

Dalam mengadakan perjajian jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia mengamanatkan bahwa perjajian jaminan fidusia harus didaftarkan pada 

kantor pendaftaran fidusia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik menyebutkan bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada 

pemohon yang bertindak sebagai penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini 

memberikan warna lain dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji 

di Indonesia. Warna lain itu digambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu sisi 

menilai norma pasal yang menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dinyatakan bernilai 

konstitusional dan disisi lain Mahkamah Konstitusional menilai pasal yang menjadi objek uji 

materi dinilai Inkonstitusional. Pada 2 sisi penilaian hakim Konstitusional ini menurut hemat 

penulis merupakan sesuatu yang unik, karena implikasi putusan ini tidak serta merta mencabut 

kekuatan hukum berlakunya, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan ada sisi 

dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia ini dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan sebaliknya ada sisi dimana Pasal 

15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini 

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan Mahakamah memberikan solusi atau jalan 

alternatif atas penilain Inkonstitusional yang diberikan kepada pasal a quo. 
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Berikut penulis menguraikan 2 sisi putusan yang juga sekaligus menjadi mekanisme 

pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 :  

1. Pertama, Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap 

memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan 

konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara 

sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau 

atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Berdasarkan 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia diatur dalam Pasal 29, yang mekanismenya sebagai berikut: 

a. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, terdapat beberapa cara penyelesaian 

kredit macet/eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur, antara lain: 

1) Kreditur mengajukan kesepakatan baru dengan mekanisme restrukturisasi kredit 

(novasi objektif). Dengan retrukturisasi kreditur dan debitur memperhitungkan 

kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru, 

dan atas hutang pokok baru tersebut kemudian disepakati pula jangka waktu (tenor) 

masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang harus dibayarkan oleh debitur dalam 

periode tertentu. 

2) Selain dengan jalan restrukturisasi karena alasan ketiadaan kemampuan debitur untuk 

memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan 

penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan 

objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, alternatif ini diambil jika diketahui 

konsumen/nasabah debitur sama sekali tidak lagi memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan kewajiban (membayar angsuran), dan debitur tetap mengharapkan 

agar objek jaminan dapat terjual dengan harga yang maksimal. Atas alternatif ini 

lembaga pembiayaan menentukan prosedur agar proses penjualan objek jaminan 

fidusia secara di bawah tangan dan termasuk di dalamnya proses peralihan 
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kepemilikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan melibatkan lembaga 

pembiayaan, secara teknis setelah nasabah menyepakati dengan collector atas 

penjualan di bawah tangan, maka konsumen/debitur diberikan kesempatan untuk 

menemukan pembeli, dan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli digunakan 

sebagai pelunasan atas tanggungan (kewajiban) debitur terhadap kreditur 

3) Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan 

penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka umum 

(lelang) dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di muka umum 

(lelang) yang dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk 

menyelanggarakan penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di muka umum 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. 

4) Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur 

baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 – Pasal 1403 Kitab Undang 

undang Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara 

kreditur lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan 

beralihnya perikatan yang diperjanjikan dari kreditur lama kepada kreditur baru 

menyebabkan turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam 

perjanjian pokok (utang piutang) 

b. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan 

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan 

atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 

29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). 

Dapat ditarik kesimpulan dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019. 
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Bagan 4.1  

Skema Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia  

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

mengalami suatu perubahan seusai  dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang 

mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam 

hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang 

merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan 

fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan 
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yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah 

disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan 

dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. 

Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi 

melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus 

melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian 

antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan 

fidusia  tersebut kepada kreditur. 

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa frasa “cidera janji” yang diatur 

dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “adanya cidera 

janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi atas dasar kesepakatan antara 

kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah 

terjadinya cidera janji”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, cidera janji yang 

ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dan tidak mendasar pada kesepakatan kedua 

belah pihak sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat 

dilakukan secara langsung oleh penerima fidusia (kreditur) tetapi harus mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, parate eksekusi setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan 

antara debitur dan kreditor dan debitor menyerahkan objek eksekusi secara sukarela. 

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat meskipun permohonan uji materil 

diminta untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Jaminan Fidusia, setelah dinyatakan inkonstitusional frasa " kekuasaan 

eksekutorial "dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap"dan frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999
121

,  Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik yang dilaksanakan dengan 

ketentuan Pasal 29 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, maupun yang dilaksanakan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, dapat 

dilaksanakan dengan meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar 
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dari kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan amanat 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki 

kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-

Undang Jaminan Fidusia, frasa “kekuasaan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap 

jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur 

berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia 

tersebut, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

sertifikat jaminan fidusia harus dilaksanakan. dan berlaku sama dengan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.  

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima 

jaminan fidusia atau kreditor tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate 

eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri. 

Parate eksekusi dapat dilaksanakan  jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah 

ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia 

secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua 

eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan.
122

 Mengenai 

jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan 

debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara 

sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia 

tersebut. harus dilakukan dan berlaku  sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap. Mengenai Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan 

oleh perusahaan pembiayaan (leasing) selama terdapat kesepakatan adanya  cidera janji 

dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka parate 

eksekusi dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan frasa 

kekuasaan eksekutorial perusahaan pembiayaan, namun apabila tidak terdapat 
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kesepakatan mengenai cidera janji, seperti misalnya debitur tidak membayar angsuran 

pada waktu tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia 

tersebut, maka kemudian dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan. 

2. Kedua, Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 

15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional (Inkonstitusional) sepanjang dimaknai 

dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan tidak 

ada kesepakatan terkait dengan kondisi cidera janji. Dalam hal yang demikian ini, maka 

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg). 

Menurut ketentuan Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang 

kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam 

tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut ketentuan 196 HIR dapat dimintakan 

pelaksanaan eksekusi secara paksa kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi didalam 

HIR mengenal 2 jenis eksekusi, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi paksa. Eksekusi 

sukarela yang dimaksud adalah pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap, secara sukarela melakukan putusan pengadilan tersebut. Beda 

halnya dengan eksekusi sukarela yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 adalah penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi 

tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu 

HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan oleh pihak yang kalah menurut 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan putusan 

tersebut selama tenggang waktu 8 hari
123

.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah 

tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat 

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik 
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secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, 

ketua pengadilan negeri menyuruh memangil pihak yang kalah serta 

memperingatkannya agar dia melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya 

dalam tempo delapan hari 10. Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan 3 

tahap, yaitu Surat perintah pelaksanaan, Penyitaan, dan Pelelangan.  

Dari uraian mengenai analisis terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia, maka 

dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah 

“kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan 

debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan 

fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan 

demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Mekanisme eksekusi setelah adanya putusan mahkamaha konstitusi yakni Kreditur 

mengajukan kesepakatan baru dengan mekanisme restrukturisasi kredit (novasi objektif). 

sejalan dengan restrukturisasi karena alasan ketiadaan kemampuan debitur untuk memenuhi 

kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan penyerahan secara 

sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara di 

bawah tangan, alternatif ini diambil jika diketahui konsumen/nasabah debitur sama sekali 

tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (membayar angsuran), dan 

debitur tetap mengharapkan agar objek jaminan dapat terjual dengan harga yang maksimal. 

Atas alternatif ini lembaga pembiayaan menentukan prosedur agar proses penjualan objek 

jaminan fidusia secara di bawah tangan dan termasuk di dalamnya proses peralihan 

kepemilikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan melibatkan lembaga pembiayaan, 

secara teknis setelah nasabah menyepakati dengan collector atas penjualan di bawah tangan, 

maka konsumen/debitur diberikan kesempatan untuk menemukan pembeli, dan atas 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli digunakan sebagai pelunasan atas tanggungan 

(kewajiban) debitur terhadap kreditur. 

Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan 

penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka umum (lelang) 



92 

 

dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di muka umum (lelang) yang 

dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk menyelanggarakan penjualan di muka 

umum (lelang) atau penjualan di muka umum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. 

Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil 

pembahasan pada analisis penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan 

hukum secara preventif dan represif, yaitu: 

a. Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran berupa perlindungan 

hukum bagi debitur atas eksekusi hak fidusia. Perlindungan hukum tersebut berupa 

mekanisme eksekusi jaminan fidusia.  Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat 

dilakukan oleh kreditur sesuai dengan klausula yang terdapat di perjanjin.  

b. Perlindungan hukum Represif diberikan pemerintah setelah terjadi cidera janji, yakni 

mengenai mekanisme eksekusi dilakukan secara sukarela dan putusan pengadilan. 

Apabila kreditur menarik paksa objek fidusia maka dapat dijatuhkan hukum pidana 

sesuai Pasal 406 KUHP. Mekanisme pengamaan eksekusi fidusia diatur dalam Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 mengenai pengamanan 

eksekusi jaminan fidusia. 

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka dalam 

pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas dasar Putusan 

Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg). 

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 

Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak 

adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan 

secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum 

pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian 

wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan 
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pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. 

Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi 

melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui 

Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur 

dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia  tersebut 

kepada kreditur. 

B. Saran 

Saran dari penulis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

yang telah memberikan kepastian atas terpenuhinya hak para pihak alam perjanjian jaminan 

fidusia ,maka ketika salah satu pihak telah mlakukan Wanprestasi, saran dari pnulis adalah 

melakukan beberapa somasi terlebih dahulu terhadap Debitur yang telah ingkar janji. Namun 

apabila tidak menemui titik temu maka dilakukan permohonan pelaksanaan eksekusi kpada 

Pengadilan Negeri dngan meminta sita eksekusi terhadap jaminan fidusia sehingga dapat 

dilakukan penjualan atas objek jaminan tersebut. 

1. Bagi Pemerintah dan Pihak yang Berkewenang Membuat Kebijakan 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pemerintah dapat 

merubah peraturan mengenai meknisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak ada nya 

kesewenang-wenangan dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia, sehingga 

terpenuhi hak asasi manusia. Serta melakukan perbaikan hukum terkait ketentuan teknis 

penyelenggaraan eksekusi jaminan kebendaan. 

2. Bagi Masyarakat sebagai Debitur 

Untuk mencegah terjadinya kesemena-menaan yang dilakukan oleh kreditur mengenai 

eksekusi jaminan fidusia maka sebaiknya mencatumkan klausula mekanisme eksekusi dalam 

akta perjanjian kredit dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, sehingga 

mekanisme eksekusi dapat dilakukan secara sukarela dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

kedua belah pihak. 

3. Bagi lembaga keuangan atau kreditur 

Mekanisme eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur apabila tercantum dalam akta perjanjian, 

apabila tidak tercantum dalam akta tersebut maka dapat meminta penetapan pengadilan 

mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, oleh karena itu lembaga keuangan sudah 
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sepatutnya melaksanakan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  
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melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2  pada Selasa, 29 

Agustus 2023 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi diakses melalui 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2  pada Selasa, 29 Agustus 2023 

Mahkamah Kontitusi Republik ndonesia, Struktur Organisasi, diakses dari 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12 pada Selasa, 29 

Agustus 2023 

Dewi ratna, Pendapat Adi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan,diakses dari  

https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-

perlindungan-hukum.html, pada jumat, 15 Oktober 2021 

 

Peraturan perundang-undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XVII/2019 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

 

 

 

 

 

 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12
https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html
https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html
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